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Abstrak
 

Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sepanjang Perkawinan (Postnuptial Agreement) yang isinya mengatur

mengenai pembagian dan pemisahan atas harta campur bulat yang telah ada, selain harus dibuat dengan

diikuti pencatatan pada Instansi yang berwenang, Postnuptial Agreement tersebut pun harus mendapatkan

pengesahan melalui Penetapan Pengadilan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan batalnya Postnuptial

Agreement tersebut serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak ketiga. Perubahan

isi Pasal 29 UU Perkawinan, menyebabkan banyak dibuatnya Postnuptial Agreement. Pada praktiknya,

ditemukan adanya Postnuptial Agreement bermasalah, dikarenakan isinya mengatur mengenai pembagian

dan pemisahan harta campur bulat yang telah ada, dan Postnuptial Agreement tersebut hanya dilakukan

pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa diikuti dengan Penetapan Pengadilan.

Salah satu Postnuptial Agreement yang bermasalah yaitu, akta Perjanjian Perkawinan Nomor 00 yang dibuat

di hadapan IM Notaris di KB. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai (1)

keabsahan Postnuptial Agreement yang telah dicatatkan tanpa diikuti dengan Penetapan Pengadilan yang

isinya mengatur mengenai pembagian dan pemisahan harta campur bulat dan (2) keabsahan transaksi jual

beli tanpa persetujuan pasangan pihak penjual dan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga selaku

kreditur yang menerima jaminan harta campur bulat dikarenakan adanya pembagian dan pemisahan harta

campur bulat pada Postnuptial Agreement yang telah dicatatkan tanpa diikuti dengan Penetapan Pengadilan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pada penelitian ini telah digunakan metode penelitian yuridis-

normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Data yang digunakan ialah data sekunder serta wawancara

sebagai data pendukung, dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis, (1) keabsahan Postnuptial

Agreement yang telah dicatatkan tanpa diikuti dengan Penetapan Pengadilan yang isinya mengatur

mengenai pembagian dan pemisahan harta campur bulat adalah tidak sah atau batal demi hukum jika yang

dilakukan yaitu, pembagian dan pemisahan terhadap harta yang telah ada. Agar Postnuptial Agreement ini

dapat sah dan mengikat, maka harus dilakukan permohonan pengesahan pada Pengadilan Negeri. (2)

Keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pasangan pihak penjual dikarenakan

adanya pembagian dan pemisahan harta campur bulat yang telah ada pada Postnuptial Agreement yang telah

dicatatkan tanpa diikuti dengan penetapan pengadilan adalah tidak sah atau batal demi hukum, akan tetapi

pembeli beriktikad baik dilindungi. Adapun kepentingan pihak ketiga selaku kreditur yang menerima

jaminan harta campur bulat dikarenakan adanya pembagian dan pemisahan harta campur bulat yang telah

ada pada Postnuptial Agreement telah dilindungi oleh hukum baik dalam bentuk perlindungan hukum

preventif maupun represif.
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......The drawing up of a Postnuptial Agreement setting out terms regarding the distribution and separation of

existing community property, other than having to be registered to the regulatory authorities, such

Postnuptial Agreement must acquire validation through a Court Order. This is done so as not to cause the

voiding of the Postnuptial Agreement and to provide legal certainty to third parties. The existence of Article

29 of Marriage Law, has caused the creation of many Postnuptial Agreements. In practice, the existence of

Postnuptial Agreements is problematic, as the contents set out terms regarding the distribution and

separation of existing community property, and towards such Postnuptial Agreement a simple registration is

done to the Department of Population and Civil Registration without being followed by a Court Order. An

example of a problematic Postnuptial Agreement is Deed of Marriage Agreement Number 00 made before

IM, Notary in KB. The problem raised within this research is on (1) the validity of a Postnuptial Agreement

containing terms on the distribution and separation of existing community property that is registered without

being followed by a Court Order and (2) the validity of a sale purchase transaction without the spousal

consent of the seller and the protection towards third party interests as a creditor receiving collateral in the

form of community property due to the distribution and separation of community property within the

Postnuptial Agreement that has been registered but is not followed by a Court Order. To address such

problem, this research uses a judicial-normative method through prescriptive research typology. The data

used is secondary data with interviews as supporting data, with a qualitative data analysis method. The result

of such analysis is that, (1) the validity of the Postnuptial Agreement that has been registered but is not

followed by a Court Order that sets out terms related to the distribution and separation of joint marital

property is that it is not valid or should be null and void if what is set out is the distribution and separation of

existing community property. In order for the Postnuptial Agreement to be valid and binding, an application

for the validation by a District Court. (2) the Validity of the sale purchase transaction conducted without the

spousal consent of the seller due to the existence of distribution and separation of existing community

property within a Postnuptial Agreement that has been registered but is not followed by a court order is

invalid or null and void, however a buyer in good faith is protected. Third party interests as a creditor

receiving collateral in the form of community property due to the existence of separation and division of

existing joint marital property within a Postnuptial Agreement is also protected by law, whether through

preventive or repressive legal protection.</em></p><p> </p><p> </p>


